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KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR: ………………………..
TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MANAJEMEN RESCUE ANTAR INSTITUSI (MRANTASI)

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
	Menimbang
	:
	a. bahwa untuk memastikan terlaksananya upaya penanganan kejadian dan awal kedaruratan yang terkoordinasi dengan baik antar institusi demi terlindunginya seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul dari potensi ancaman bencana, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Manajemen Rescue Antar Institusi (MRANTASI) dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Standar Operasional Prosedur Manajemen Rescue Antar Institusi (MRANTASI);

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49);


	MEMUTUSKAN


	Menetapkan
	:
	KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MANAJEMEN RESCUE ANTAR INSTITUSI (MRANTASI).

	KESATU
	:
	Standar Operasional Prosedur Manajemen Rescue Antar Institusi (MRANTASI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

	KEDUA
	:
	Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
a. Standar Operasional Prosedur Penanganan Kejadian Awal Kedaruratan Umum; dan
b. Standar Operasional Prosedur Penanganan Awal Kedaruratan oleh Tim Reaksi Cepat Manajemen Rescue Antar Institusi (MRANTASI) Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul.


	KEEMPAT
	:
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

	KELIMA
	:
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	
	
	

	
	
	Ditetapkan di Bantul
pada tanggal          Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH,




AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.Kes.
NIP. 196808251991031010



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala BPBD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bantul;
5. yang bersangkutan; 
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR        TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MANAJEMEN RESCUE ANTAR INSTITUSI (MRANTASI)
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SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
	Nomor
	…

	
	Tanggal Pembuatan
	4 Agustus 2026

	
	Tanggal Revisi
	-

	
	Tanggal Pengesahan
	5 Agustus 2026

	
	Disahkan Oleh
	SEKRETARIS DAERAH,




AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.Kes.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196808251991031010

	
	Nama SOP
	Standar Operasional Prosedur Penanganan Kejadian Awal Kedaruratan Umum

	Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;





	Prosedur:

	[image: ]

	
	
	Ditetapkan di Bantul
pada tanggal          Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH,




AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.Kes.
NIP. 196808251991031010




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR        TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MANAJEMEN RESCUE ANTAR INSTITUSI (MRANTASI)
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SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
	Nomor
	…

	
	Tanggal Pembuatan
	4 Agustus 2026

	
	Tanggal Revisi
	-

	
	Tanggal Pengesahan
	5 Agustus 2026

	
	Disahkan Oleh
	SEKRETARIS DAERAH,




AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.Kes.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196808251991031010

	
	Nama SOP
	Standar Operasional Prosedur Penanganan Awal Kedaruratan oleh Tim Reaksi Cepat Manajemen Rescue Antar Institusi (MRANTASI) Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul.

	Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;





	Prosedur:

	[image: ]


	
	
	Ditetapkan di Bantul
pada tanggal          Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH,




AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.Kes.
NIP. 196808251991031010



image1.png
57

SO,
i,




image2.png
Pusdalops PB menyampaikan

penolakan dan konfirmasi penoiakan d: \\Visual i
asi penolakan dan VisualParadigm
dukasi bag pelapor mengeduiost pelapor Q) VisualParadig

Pusdalops PB menerima info Tl verifikasi peri®

Info kejadian awal kejadian awal dan melakukan ditindaklanjurt?
verifikasi

Pusdalops PB
mendiseminasikan
informasi kejadian awal

Unsur pimpinan BPBD Kab, oo kefadian awal yang terverifikasi serta Instruksi penanganan dan
Bantul menerima info dan nio fJa 3,"2_‘::“ yang menginstruksikan TRC dan| pengkajian cepat kepada TRC
erveniitiast PBK BPBD Kab. Bantul dan/atau PBK BPBD Kab. Bantul

laporan
untuk melakukan

lpenanganan dan pengkajian]
cepat kejadian

Mitra BPBD menerima info
kejadian awal yang terverifikasi Perag
dan estimasi kebutuhan cepat kejadian oleh TRC
dukungan penanganan dari dan/atau PBK BPBD Kab
Pusdalops PB Bantul berkoordinasi dengan
Pusdalops PB

Mitra BPBD memberikan

dukungan penanganan dan
‘pengkajian cepat kejadian Butuh dukungan mitra?

Laporan penanganan dan
pengkajian cepat oleh TRC dan/f
atau PBK BPBD Kab. Bantul

Laporan dukungan penanganan
Jdan pengkajian cepat Mitra BPBD)

Pusdalops PB menerima laporan
penanganan dan pengkajian cepat kemudian]
‘menyusun Laporan Kejadian

Laporan Kejadian

Unsur pimpinan BPBD Kab,
Bantul menyelenggarakan
diskusi internal untuk
memutuskan skala kejadian

Kejadian masif? Penanganan sudah tuntas?

Aktivasi TRC PB Kab.
Bantul




image3.png
SOP MRANTASI PART 2

@Vmuiwsu igm

Unsur Pengarah TRC PB
Laporan Kejadian Masif yang Kab Bantul mencermati laporan
isampaikan oleh Koordinator TR dan memberikan instruksi kepada
PB Kab Bantul TRC PB Kab. Bantul agar segera
melakukan penanganan

Anggota TRC PB Kab. Bantul
[mencermati laporan dan siaga jika [instruksi kepada TRC PB Kab. Bantul,
sewaktu-waktu ditugaskan untuk agar segera melakukan penanganan
melakukan penanganan

oordinator mengkoordinasikan

penugasan setiap Bidang dibantu

oleh Wakil Koordinator TRC PB
Kab. Bantul

Informasi pembagian tugas setiap
Bidang

Bidang Pelayanan Darurat melaksanakar] Relompok Kerja Pendukuny
Bidang Kaji Cepat melaksanakan upaya pencarian, pertolongan, dan ‘memberikan dukungan komunikasi,
pengkajian cepat penyelamatan, serta melakukan administrasi,logistik, transportasi, dan
pemenuhan kebutuhan dasar pengamanan

Laporan Bidang Kaji Cepat Laporan Bidang Pelayanan Darurat Laporan Bidang Pendukung

[Koordinator TRC PB Kab. Bantul melalui)
[Pusdalops PB menerima seluruh laporan|
kemudian menyusun Laporan
Pengkajian Cepat dan Penanganan
Kejadian

aporan Pengkajian Cepat dan Penanganan
‘yang juga memuat rekomendasi penetapan
status keadaan darurat bencana

Penctapan status keadaan darurat
bencana:
- tidak darurat;
- siaga darurat;
- tanggap darurat; atau
- transisi darurat ke pemulihan

Keputusan Bupati tentang Status
Keadaan Darurat Bencana (siaga
darurat/tanggap darurat/transisi
darurat ke pemulihan)

Ceadaan darurat bencana

Penanganan sudah tuntas?

Aktivasi Sistem
Komando
Penanganan
Darurat Bencana





image4.png
a




